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KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT 

NOMOR : 447/HM.01/Sekre 

TENTANG 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN INFORMASI PUBLIK 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT 

 

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi publik, perlu 

didukung dengan adanya standar layanan informasi publik di 

lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat; 

b. Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Jawa Barat 

Nomor 58 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Publik di 

Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Perangkat 

Daerah harus menyusun dan menetapkan Standar Operasional 

Prosedur Layanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam 

pertimbangan huruf a; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang 

Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di 

Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Provinsi  Jawa  Barat  (Berita  Negara  Republik  Indonesia 

tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 

tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 

2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota 

Djakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) 

dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan 

Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4010); 

2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
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Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang - Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59523); 

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4846); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5587) terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820); 

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5601); 

8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data 

Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 

196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6820); 

9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6820); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5149); 

12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 

2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren 

Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi
Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code,

memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/2F240697E4

2F240697E4



  

Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi 

Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157); 

14. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang 

Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 741); 

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2010 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah 

Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 72 Seri E, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 72); 

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2011 

tentang Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas dalam 

Penyelenggaraan pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah 

Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 11 Seri E, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 104); 

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2021 

tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika, Statistik, 

dan Persandian; (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 

2021 Nomor 4); 

18. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Transparansi Dalam Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 

Nomor 30 Seri E); 

19. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 58 Tahun 2019 tentang 

Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah 

Provinsi Jawa Barat; (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 

2019 Nomor 58); 

20. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 152/HM.01/Sekre Tahun 

2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada 

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat. 

 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : 

KESATU : Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Informasi Publik di 

Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat disusun 

berdasarkan kegiatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 

(PPID) Provinsi Jawa Barat sesuai tugas pokok, fungsi, rincian tugas, 

unit dan tata kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, 

terdiri dari : 

a. Daftar Nama Kegiatan dan Nomor SOP PPID ; dan 

b. Informasi dan SOP. 
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KEDUA : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang 

Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di lingkungan 

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sebanyak 9 (sembilan) SOP 

sebagaimana tercantum dalam lampiran, sebagai bagian yang tidak 

terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini. 

 
KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 
 

Ditetapkan di Bandung pada 
tanggal 25 Agustus 2023 

 
a.n Gubernur Jawa Barat, 

     Kepala Badan Pendapatan Daerah 
Provinsi Jawa Barat 
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KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT 

NOMOR : 447/HM.01/Sekre  

TANGGAL : 25 Agustus 2023 

TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 
LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH 
PROVINSI JAWA BARAT 

 

A. DAFTAR NAMA KEGIATAN DAN NOMOR SOP PPID 

 

No 
 

Kegiatan 
 

Nomor SOP 

1 2 3 

1 Uji Konsekuensi Informasi Publik 615/HM.01/Umper 

2 Pelayanan Permohonan Informasi Publik 616/HM.01/Umper 

3 Fasilitas Sengketa Informasi 617/HM.01/Umper 

4 Penanganan Keberatan Informasi Publik 618/HM.01/Umper 

5 Pelayanan Informasi dan Pengaduan Melalui Call Center 619/HM.01/Umper 

6 
Pelayanan Permohonan Informasi Publik Bagi Penyandang 
Disabilitas 

791/HM.01/Umper 

7  1892/HM.01/Umper 

8 Pendokumentasian Informasi Publik 1914/HM.01/Sekre 

9 Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik 1915/HM.01/Sekre 

 

 

 

 

a.n Gubernur Jawa Barat, 
Kepala Badan Pendapatan Daerah 

     Provinsi Jawa Barat 
 

 

Pelayanan Informasi dan Pengaduan melalui  Whatsapp Chat Bot
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SEKRETARIAT 
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT 

 
SUB BAGIAN UMUM, PERLENGKAPAN DAN KEHUMASAN 

NOMOR SOP  

TANGGAL PEMBUATAN  

TANGGAL REVISI  

TANGGAL EFEKTIF  

DISAHKAN OLEH 
  

 
 

 
 
 

 
 

 

NAMA SOP Uji  Konsekuensi  Informasi Publik 

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 

1. Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 
2. Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
3. Undang-Undang No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 
4. Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
5. PP No.61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU 14 Tahun 2008 
6. PP No.28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UUNo. 43 Tahun 2009 
7. Perpres No. 59 TAhun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan 
8. Permendagri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan 

Dokumentasi Kementrian Dalam Negri & Pemerintah Daerah 
9. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 
10. Pergub No.30 Tahun 2014 tentang Petunjuk Transparansi dalam Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah 
11. Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 067/Kep.225-Diskominfo/2021 Tahun 2021 tentang 

Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi 
Jawa Barat.     

1. Mampu  menguasai  mengoperasikan  komputer. 
2. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang- undangan di bidang 

keterbukaan informasi publik 

 

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 
 

1. Lembar Kerja dan Rencana Kerja ; 
2. Term of Reference ; 
3. Alat tulis kantor ; 
4. Jaringan internet 
5. Komputer 

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak pada : 
1. Data tidak Terklasifikasi antara rahasia dan Tidak 
2. Kerahasiaan Informasi tidak Terjaga 

Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy 

 
 

Kepala  Badan Pendapatan Daerah 
Provinsi Jawa Barat

615/HM.01/Umper

Maret 2023

Februari 2023

Januari 2022

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital
yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

https://sidebar.jabarprov.go.id/v/2F240697E4
2F240697E4



 
 
 

  PELAKSANA MUTU BAKU KET 

No AKTIFITAS PPID 
Utama dan 

PPID 
Pembantu 

Tim 
Pertimbangan 

Pelayanan 
Informasi 

Komponen 
atau 

Perangkat 
Daerah 

 
Pemohon 

Persyaratan/ 
Kelengkapan 

Waktu Output 

 

1 2 3 4 5  6 7 8 9 

1 

Melakukan kajian atas 
informasi/dokumen yang dimohon 
yang diduga mengandung informasi 
yang  dikecualikan. 
Meminta pertimbangan kepada 
Atasan PPID / Tim Pertimbangan 
Permohonan Informasi ; 

    Berkas permohonan 
informasi/dokumen 
dari pemohon 
informasi. 
. 
 
 
 

Pada hari dan 
jam kerja 

Berkas 
permohonan 
informasi yang 
telah diisi 
lengkap dan 
dilampiri 
fotocopy/scan 
identitas diri 
(NIK) 

 

2 

Memberikan pertimbangan atas 
informasi/dokumen yang dimaksud 
yang bersifat rahasia   berdasarkan   
UU,   kepatutan   dan kepentingan 
umum. ;   

    Dasar hukum ; UU 
KIP 14 Tahun 2008 
dan PERKI 01 Tahun 
2010 

Pada hari dan 
jam kerja 

Surat keputusan 
Tim 
pertimbangan 
Pelayanan 
Informasi 
 

 

3 

Menyampaikan kepada PPID atas 
status informasi/dokumen yang 
diminta pemohon informasi, apakah 
termasuk rahasia atau terbuka.  Jika 
informasi/dokumen yang dimaksud 
adalah terbuka,  maka  PPID  
memerintahkan  kepada penguasa 
informasi/dokumen  untuk 
menyerahkan informasi/dokumen 
yang dimaksud, jika status 
informasi/dokumen oleh Tim  
pertimbangan. Pelayanan informasi 
dinyatakan rahasia, maka PPID 
membuat surat penolakan kepada 
pemohon informasi ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rahasia 
 
 
   #2 

 
 
 
 
 
 
 
  Terbuka 

  

Informasi/dokumen 
yang telah 
dinyatakan terbuka 
untuk publik. 

Pada hari dan 
jam kerja, 
maksimal 10 
hari kerja, 
sejak 
permohonan 
informasi 
teregistrasi. 
Maksimal  
diberikan 
perpanjangan 
pemenuhan 
permohonan 

Informasi/doku
men dari 
komponen atau 
Perangkat 
Daerah 
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informasi 
selama 7 
(tujuh) hari 
sejak 
pemberitahua
n tertulis 
diberikan dan 
tidak dapat 
diperpanjang 
lagi 

4 

Memberikan informasi yang diminta 
oleh pemohon informasi dengan 
menandatangani tanda bukti 
penerimaan atau memberikan surat 
penolakan kepada pemohon jika 
status informasi/dokumen 
dinyatakan rahasia. 
    

    Informasi/dokumen 
yang diminta oleh 
pemohon informasi 
atau surat 
penolakan, jika 
informasi/dokumen 
tersebut 
dikatagorikan 
rahasia.. 

Pada hari  
dan jam  
kerja 

Informasi publik 
yang diminta 
oleh pemohon 
informasi atau 
surat penolakan 
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SEKRETARIAT 
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT 
SUB BAGIAN UMUM, PERLENGKAPAN DAN KEHUMASAN 

NOMOR SOP  

TANGGAL PEMBUATAN  

TANGGAL REVISI  

TANGGAL EFEKTIF  

DISAHKAN OLEH 
  

 
 

 
 
 

 
 

 

NAMA SOP Pelayanan  Permohonan  Informasi  Publik 

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 

1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
3. Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 
4. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
5. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 
6. PP No. 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 43 Tahun 2009 
7. Perpres No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan 

8. Permendagri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan 
Informasi & Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri & Pemerintahan Daerah 

9. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan 
Informasi Publik 

10. PerGub No 30 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Transparansi Dalam 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

11. Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 067/Kep.225-Diskominfo/2021 Tahun 2021 
tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

 

1. Mampu  menguasai  mengoperasikan  komputer. 
2. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang- undangan di bidang 

keterbukaan informasi publik 
3. Memiliki keterampilan berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tulisan 
4. Memiliki kemampuan berkoordinasi dengan unit kerja lain 

 

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

1. SOP Pelayanan Informasi 1. Lembar Kerja dan Rencana Kerja ; 
2. Ruang Pelayanan; 
3. Meja Kerja dan Kursi Tamu; 
4. Alat tulis kantor ; 
5. Komputer & Jaringan internet 

Kepala  Badan Pendapatan  Daerah  
Provinsi Jawa Barat

616/HM.01/Umper

Februari 2023

Maret 2023

Januari 2022
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PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak pada : 
Pelayanan Permohonan Informasi Publik kepada masyarakat atau pemohon informasi akan 
terkendala. 

Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy 

 
 

  PELAKSANA  MUTU BAKU KET 

No AKTIFITAS Pemohon 
Informasi 

Bagian 
Registrasi 

PPID 

PPID dan 
PPID 

Pembantu 

Komponen 
dan 

Perangkat 
Daerah 

Persyaratan/ 
Kelengkapan 

Waktu Output 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Pemohon dapat menyampaikan 
permohonan informasi yang 
dibutuhkan melalui : 

1. Datang  langsung dan  
mengisi formulir 
permohonan informasi  
dengan melengkapi fotocopy 
identitas  diri         
(KTP/SIM/Paspor) dan                
fotocopy akte pendirian bagi 
badan hukum. 

2. Melalui website dengan 
mengisi formulir yang telah 
didownload dan menyertakan 
scan (KTP/SIM/Paspor) dan 
fotocopy akte pendirian bagi 
badan hukum, kemudian 
dikirim ke alamat email PPID 
yang tertera di website. 

3. Mengirim formulir 
permohonan informasi yang 
telah diisi lengkap disertai 
scan identitas 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  #2 

  1. Formulir 
permohonan 
informasi yang 
tersedia di meja 
pelayanan PPID 
atau ditampilkan 
di website dan 
dapat di 
download. 
2. Fotocopy 
atau scan 
identitas diri atau 
fotocopy akte 
pendirian bagi 
badan hukum 
dari pemohon 
informasi. 

 
 
 

Pada hari dan 
Jam kerja 

Formulir 
permohonan 
informasi yang 
telah diisi 
lengkap dan 
dilampiri 
fotocopy/scan 
identitas diri 
(NIK) /akte 
pendirian 
badan 
hukum. 
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(KTP/SIM/Paspor) dan 
fotocopy akte pendirian bagi 
badan hukum, ke E-mail 
Bapenda Jabar atau E-mail 
PPID Bapenda Jabar (yang 
telah dicantumkan di website 
maupun brosur/poster PPID). 

  

2 Melakukan  registrasi  berkas  
pemohon  informasi  publik,  jika 
dokumen/informasi yang diminta 
telah termasuk dalam DIP dan 
dimiliki oleh meja informasi atau 
sudah terdapat di website PPID, 
maka langsung diberikan kepada 
pemohon informasi, atau bisa 
langsung diunduh oleh pemohon 
informasi.  
Jika informasi/dokumentasi yang 
diminta belum termasuk dalam 
DIP, maka berkas permohonan 
disampaikan kepada PPID atau 
PPID Pembantu.  
Ditambah pemberian tanda bukti 
permohonan informasi kepada 
pemohon informasi. 

    Semua data-data 
pemohon 
informasi 
disimpan dalam 
bentuk hardcopy 
dan softcopy 

Pada hari dan 
jam kerja  
 
(30 menit) 

Daftar 
Permohonan 
informasi yang 
telah tersusun 
dalam bentuk 
hardcopy dan 
softcopy 

 

3 PPID  meminta  kepada  penguasa  
informasi/dokumen  untuk 
memberikan informasi/dokumen 
(yang sudah termasuk dalam  
DIP)  untuk diberikan  kepada  
pemohon informasi.  Komponen 
atau perangkat Daerah 
memberikan informasi atau 

    
 
 
 
 
 
 
#3 

Daftar Informasi 
Publik yang telah 
ditetapkan oleh 
komponen atau 
perangkat daerah 
 

Pada hari 
dan jam 
kerja. 

DIP 
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dokumen yang dimaksud kepada 
PPID atau PPID Pembantu ; 

4 Memberikan informasi atau 
dokumen yang diminta oleh 
pemohon informasi, disertai tanda 
bukti penerimaan informasi atau 
dokumen. 
  

    Informasi atau 
dokumen yang 
diminta oleh 
Pemohon 
informasi 

10 (sepuluh) 
hari kerja 
sejak 
permohonan 
informasi 
diterima oleh 
PPID dan 
tambahan 7 
(tujuh hari 
kerja) apabila 
informasi 
tidak dalam 
penguasaan. 

Informasi 
publik yang 
diminta oleh 
Pemohon 
informasi 

 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital
yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

https://sidebar.jabarprov.go.id/v/2F240697E4
2F240697E4



 
  
  
  
  
 
 
 
  

SEKRETARIAT 
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT 

 
SUB BAGIAN UMUM, PERLENGKAPAN DAN KEHUMASAN 

NOMOR SOP  

TANGGAL PEMBUATAN  

TANGGAL REVISI  

TANGGAL EFEKTIF  

DISAHKAN OLEH 
  

 
 

 
 
 

 
 

 

NAMA SOP Fasilitasi Sengketa Informasi 

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 

1. UUD Tahun 1945 pasal 28F tentang hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi 
2. UU No, 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum 
3. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
4. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 
5. PP No. 76 tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 
6. Permendagri No. 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Fasilitasi Pengaduan di Lingkungan 

Kemendagri dan Pemda 
7. Permenpanrb No. 68 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan 

Pelayanan Publik Nasional 

1. Memahami UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 
2. Memiliki rasa percaya diri yang tinggi, tidak minder, teliti, hati-hati serta memiliki rasa 

tanggung jawab. 
3. Memiliki Self control yang baik (tidak mudah marah, tidak terpancing untuk berbuat 

dan berkata kasar, mampu mengendalikan gerakan tubuh yang mengesankan serta 
tidak terpancing untuk berbicara hal yang bersifat negatif). 

4. Memiliki kemampuan public speaking yang baik. 
5. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer serta aplikasi perkantoran. 
6. Memiliki rasa empati yang tinggi. 
7. Memiliki kemampuan Active Listening. 

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

1. SOP Permohonan Informasi PPID 
2. SOP Surat Masuk 

1. Alat tulis kantor 
2. Ruangan PPID 

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan mendapatkan sanksi sesuai Peraturan yang berlaku Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy 

 
 

 

 

 

 

Kepala  Badan Pendapatan Daerah 
Provinsi Jawa Barat

Januari 2022

617/HM.01/Umper

Februari 2023

Maret 2023
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  PELAKSANA MUTU BAKU KET 

No AKTIFITAS Pemohon 
Informasi 

    PPID 
atau PPID 
Pembantu 

Atasan 
PPID 

Komisi 
Informasi 

Persyaratan/ 
Kelengkapan 

Waktu Output 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Pemohon informasi yang tidak 
ditanggapi/tidak puas terhadap 
Tanggapan Keberatan Informasi oleh 
atas PPID Bapenda Jabar , maka 
dalam waktu 14 hari kerja dapat 
mengajukan Permohonan Sengketa 
Informasi kepada Komisi Informasi 
Provinsi Jawa Barat 

   

 (1) Surat permohonan 
sengketa informasi, (2) 
Formulir permohonan 
penyelesaiaan sengketa 
informasi, (3) Berkas / 
dokumen kelengkapan 
permohonan sengketa 
informasi. 

Pada hari 
dan jam 
kerja   

Formulir 
permohonan 
penyelesaian 
sengketa 
informasi  
yang telah diisi 
lengkap 

 

2 

Meregistrasikan permohonan 
sengketa informasi publik dan 
menyampaikan undangan kepada 
PPID Bapenda Jabar untuk 
menghadiri proses Persidangan 
Penyelesaian Sengketa informasi 
publik di Komisi Informasi Provinsi 
Jawa Barat 

   

 

Formulir pengajuan 
keberatan informasi 

Pada hari 
dan jam kerja 

Surat undangan 
sidang 
penyelesaian 
sengketa 
informasi 

 

3 

Menerima surat undangan 
penyelesaian sengketa informasi dan 
mengumpulkan seluruh materi 
keberatan informasi publik untuk 
selanjutnya melaporkannya kepada 
Atasan PPID Bapenda Jabar 

 

 

  

(1) Daftar informasi 
publik, (2) Surat 
keberatan informasi, (3) 
Notulensi rapat, (4) Nota 
dinas 

Pada hari 
dan jam kerja 

Nota Dinas 
SOP 
Surat 
masuk 

4 

Atasan PPID Menugaskan PPID 
Bapenda Jabar untuk menyusun dan 
menetapkan Surat Kuasa untuk 
menghadiri Sidang Penyelesaian 
Sengketa Informasi. 

  

 

 
(1) Informasi / 
Dokumen, (2) Surat 
Keberatan Informasi 

Pada hari 
dan jam kerja 

Nota Dinas 

 
 
 

5 

Menyusun dan menetapkan Surat 
Kuasa untuk menghadiri Sidang 
Penyelesaian Sengketa Informasi di 
Komisi Informasi Jawa Barat 

 

 
  

1. Nota Dinas / Surat 
Perintah. 
2. Informasi/dokumen 

Pada hari 
dan jam kerja 

Surat Kuasa  

6 

Sidang penyelesaian Sengketa 
Informasi dilaksanakan oleh Komisi 
Informasi dan dihadiri oleh PPID 
Bapenda Jabar bersama tim yang ada 

    

Surat 
jawaban/tanggapan 
keberatan informasi 
publik diberikan dalam 

Pada hari 
dan jam kerja 

Putusan Komisi 
informasi 
Provinsi Jawa 
Barat atas 

 

mulai 

selesai 
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  dalam surat kuasa. jangka waktu paling 
lambat 30 hari kerja sejak 
surat pengajuan 
keberatan diterima 

penyelesaian 
sengketa 
informasi publik 
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SEKRETARIAT 
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT 

 
SUB BAGIAN UMUM, PERLENGKAPAN DAN KEHUMASAN 

NOMOR SOP  

TANGGAL PEMBUATAN  

TANGGAL REVISI  

TANGGAL EFEKTIF  

DISAHKAN OLEH 
  

 
 

 
 
 

 
 

 

NAMA SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik 

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 

1. Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 
2. Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
3. Undang-Undang No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 
4. Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
5. PP No.61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU 14 Tahun 2008 
6. PP No.28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UUNo. 43 Tahun 2009 
7. Perpres No. 59 TAhun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan 
8. Permendagri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan 

Dokumentasi Kementrian Dalam Negri & Pemerintah Daerah 
9. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 
10. Pergub No.30 Tahun 2014 tentang Petunjuk Transparansi dalam Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah 
11. Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 067/Kep.225-Diskominfo/2021 Tahun 2021 tentang 

Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi 
Jawa Barat.     

1. Mampu  menguasai  mengoperasikan  komputer. 
2. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang- undangan di bidang 

keterbukaan informasi public 

 

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 
 

1. Lembar Kerja dan Rencana Kerja ; 
2. Term of Reference ; 
3. Alat tulis kantor ; 
4. Jaringan internet 
5. Komputer 

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak pada : 
1. Keberatan informasi publik tidak ditangani dengan baik. 

Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy 

 
 

Kepala  Badan Pendapatan Daerah 
Provinsi Jawa Barat

Januari 2022

Februari 2023

Maret 2023

618/HM.01/Umper
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  PELAKSANA MUTU BAKU KE
T 

No AKTIFITAS Pemohon 
Informasi 

Bagian 
Registrasi 

PPID atau 
PPID 

Pembantu 

Atasan 
PPID 

Persyaratan/ 
Kelengkapan 

Waktu Output 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Pemohon informasi 
menyampaikan pengajuan keberatan 
atas tidak terlayaninya  permohonan  
informasi  yang  dibutuhkan melalui;
     

1.Datang langsung dan mengisi 
formulir permohonan pengajuan  
keberatan  informasi publik 
dengan melengkapi fotocopy 
identitas diri (KTP/SIM/Paspor) 
dan fotocopy akte pendirian bagi 
badan hukum. 

2.Melalui website dengan mengisi 
formulir yang telah didownload 
dan menyertakan scan 
(KTP/SIM/Paspor) dan  fotocopy  
akte  pendirian  bagi  badan  
hukum, kemudian dikirim ke 
alamat email PPID yang tertera 
diwebsite.  

3.Mengirim  fax  formulir  
permohonan  pengajuan 
keberatan informasi yang telah 
diisi lengkap ; 

 

    1.Formulir 
permohonan 
pengajuan keberatan 
informasi yang 
tersedia di meja 
pelayanan PPID atau 
ditampilkan di 
website dan dapat di 
download. 

2.Fotocopy atau scan 
identitas diri (NIK) 
dari pemohon yang 
mengajukan 
keberatan 

Pada hari dan jam 
kerja 

Formulir 
permohonan 
Pengajuan 
keberatan  
pelayanan 
informasi publik 
yang telah diisi 
lengkap dan 
dilampirin 
fotocopy/scan 
identitas diri 
(NIK)/akte 
pendirian badan 
hukum. 
 

 

2 Melakukan registrasi formulir 
pengajuan keberatan pelayanan 
informasi dan menyampaikan 
pengajuan keberatan kepada Atasan 
PPID ; 

    
 
 

 
         #2 

Semua data-data 
pemohon informasi 
disimpan dalam bentuk 
hardcopy dan softcopy. 

Pada hari dan jam 
kerja 

Daftar pengajuan 
keberatan 
pelayanan 
informasi yang 
telah di-file dalam 
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bentuk hardcopy 
dan softcopy 
 

3 Memeriksa formulir pengajuan 
keberatan dari para pemohon 
informasi dan memerintahkan PPID 
dan PPID pembantu untuk menjawab 
permohonan Informasi ; 
 

    Berkas pengajuan 
keberatan pelayanan 
informasi yang telah 
diisi lengkap. 

Pada hari dan jam 
kerja 

Daftar surat yang 
harus diberikan 
kepada PPID dan 
PPID Pembantu . 

 

4 Memerintahkan kepada PPID dan 
PPID pembantu untuk memenuhi 
permintaan informasi dari pemohon 
informasi ; 

    

(1)Berkas pengajuan 
keberatan pelayanan 
informasi yang telah 
diisi lengkap, 
(2)DIP yang telah 
diumumkan 

Pada hari dan jam 
kerja 

Surat perintah 
tertulis kepada 
PPID dan PPID 
Pembantu untuk 
memnuhi 
permintaan 
pemohon 
informasi yang 
mengajukan 
keberatan 
pelayanan 
informasi publik 
 

 
 
 

5 Memberikan informasi yang diminta 
oleh pemohon informasi kepada 
Atasan PPID jika informasi yang 
dimaksud telah masuk DIP. Atasan 
PPID akan menjawab pengajuan 
keberatan kepada pemohon 
informasi. Jika informasi yang 
diinginkan pemohon informasi tidak 
termasuk dalam DIP yang telah 
diumumkan, karena informasi belum 
tersedia atau termasuk informasi 
yang dikecualikan, maka diberikan 
surat penolakan kepada Pemohon 
Informasi 

    

Dokumen/informasi 
yang dimaksud oleh 
pemohon informasi 
atau rekomendasi surat 
penolakan dari PPID 
atau PPID Pembantu 
karena informasi yang 
diminta merupakan 
informasi yang 
dikecualikan 

Pada hari dan jam 
kerja, maksimal 10 
hari kerja, sejak 
permohonan 
informasi 
teregistrasi. 
Maksimal  
diberikan 
perpanjangan 
pemenuhan 
permohonan 
informasi selama 7 
(tujuh) hari sejak 
pemberitahuan 
tertulis diberikan 

Informasi publik 
yang diminta oleh  
pemohon 
informasi atau 
surat penolakan 
kepada pemohon 
informasi 
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dan tidak dapat 
diperpanjang lagi 
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SEKRETARIAT 
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT 
SUB BAGIAN UMUM, PERLENGKAPAN DAN KEHUMASAN 

NOMOR SOP  

TANGGAL PEMBUATAN Januari 2022 

TANGGAL REVISI Februari 2023 

TANGGAL EFEKTIF Maret 2023 

DISAHKAN OLEH Kepala Badan Pendapatan Daerah 
Provinsi Jawa Barat 

 

 

NAMA SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik Bagi Penyandang 
Disabilitas 

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 

1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
3. Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 
4. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
5. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 
6. PP No. 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 43 Tahun 2009 
7. Perpres No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan 

8. Permendagri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan 
Informasi & Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri & Pemerintahan Daerah 

9. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan 
Informasi Publik 

10. PerGub No 30 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Transparansi Dalam 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

11. Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 067/Kep.225-Diskominfo/2021 Tahun 2021 
tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah 

Daerah Provinsi Jawa Barat 

 
 

1. Mampu menguasai mengoperasikan komputer. 
2. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang- undangan di bidang 

keterbukaan informasi publik 
3. Memiliki keterampilan berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tulisan 

4. Memiliki kemampuan berkoordinasi dengan unit kerja lain 

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

1. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik 1. Ruang Pelayanan; 
2. Meja Kerja dan Kursi Tamu; 
3. Alat tulis kantor ; 
4. Komputer & Jaringan internet 
5. Kursi Roda 
6. Formulir Permohonan Informasi Braile 

791/HM.01/Umper
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PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak pada : 

Pelayanan Permohonan Informasi Publik kepada masyarakat atau pemohon informasi 
penyandang disabilitas akan  terkendala. 

Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy 

 

 

 

 

No 
 

AKTIFITAS 

PELAKSANA  MUTU BAKU KET 

Petugas 
Keamanan 
Dalam 
(Kamdal) 

Bagian 
Registrasi 
PPID 

Pemohon 
informasi 

Komponen 
Perangkat 
Daerah 

Persyaratan/ 
Kelengkapan 

Waktu Output 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Petugas Keamanan Dalam 
(Kamdal) yang berjaga di lobi 
membantu pemohon 
informasi penyandang 
disabilitas dan membantu 
mengarahkan pemohon 
informasi ke meja pelayanan 
PPID Bapenda Jabar. 

 
 
 

Petugas PPID menerima 
pemohon informasi penyandang 
disabilitas serta menanyakan 
maksud dan tujuan dari 
pemohon informasi 
 
 

Petugas PPID memandu 
pemohon informasi penyandang 
disabilitas untuk mengisi 
formulir permohonan informasi 
yang dibutuhkan 

     Kursi Roda 5 menit Penyandang 
disabilitas 
berada di meja 
pelayanan PPID 
Bapenda Jabar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maksud dan 
tujuan pemohon 
informasi 
 
 
Formulir 
permohonan 
informasi terisi 
lengkap 

 

   

   

   

   

   

      

   
 

     

    

    

2    

    5 menit 
    

    

 

3 
 Formulir permohonan 

informasi 

  10 menit 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital
yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

https://sidebar.jabarprov.go.id/v/2F240697E4
2F240697E4



4 Petugas PPID melakukan 
registrasi berkas  pemohon 
informasi publik,  
Ditambah pemberian tanda bukti 
permohonan informasi kepada 
pemohon informasi. 
 

     Semua data-
data pemohon 
informasi 
disimpan 
dalam bentuk 
hardcopy dan 
softcopy 

Pada hari dan 

jam kerja 

 

(30 menit) 

Daftar 
Permohonan 
informasi yang 
telah tersusun 
dalam bentuk 

hardcopy dan 

softcopy 

 

5 Permohon informasi menerima 
tanda bukti permohonan informasi 
dan informasi yang diperlukan 

        Informasi 
tersampaikan 
kepada 
pemohon 
informasi 

5 menit Hasil Layanan  

 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital
yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
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SEKRETARIAT 
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT 

SUB BAGIAN UMUM, PERLENGKAPAN DAN KEHUMASAN 

NOMOR SOP 1914/HM.01/Sekre 

TANGGAL PEMBUATAN Januari 2022 

TANGGAL REVISI Agustus 2023 

TANGGAL EFEKTIF Maret 2023 

DISAHKAN OLEH Kepala Badan Pendapatan Daerah 
Provinsi Jawa Barat 

 

 

NAMA SOP Pendokumentasian Informasi Publik 

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 

1. Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 
2. Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
3. Undang-Undang No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 
4. Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
5. PP No.61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU 14 Tahun 2008 
6. PP No.28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UUNo. 43 Tahun 2009 

7. Perpres No. 59 TAhun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan 

8. Permendagri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan 
Dokumentasi Kementrian Dalam Negri & Pemerintah Daerah 

9. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 
10. Pergub No.30 Tahun 2014 tentang Petunjuk Transparansi dalam Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah 
11. Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 067/Kep.225-Diskominfo/2021 Tahun 2021 tentang 

Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi 
Jawa Barat. 

1. Mampu menguasai mengoperasikan komputer. 
2. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang- undangan di bidang 

keterbukaan informasi publik. 

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

 1. Lembar Kerja dan Rencana Kerja ; 
2. Term of Reference ; 
3. Alat tulis kantor ; 
4. Jaringan internet 
5. Komputer 

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak pada : 

1. Tidak terdokumentasikannya informasi publik yang ada di Bapenda Jabar 
Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital
yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

https://sidebar.jabarprov.go.id/v/2F240697E4
2F240697E4



 

 

No AKTIFITAS 

PELAKSANA PENDUKUNG 

KETERANGAN 

Petugas 
PPID 

Atasan PPID 
Pembantu Kelengkapan Waktu Output 

1 2 3 4 5 6 7 9 

1 
Mengumpulkan informasi dan dokumentasi 
publik yang dikuasai oleh unit kerja yang 
menguasai dan mengelola informasi. 

  

Daftar Isian Informasi Publik Tentatif 
Daftar Informasi 

Publik 

 

2 
Menyetujui dan mengesahkan seluruh 
informasi dan dokumentasi publik yang 
sudah didaftar 

  Tidak 

Daftar Isian Informasi Publik Tentatif 
Daftar Informasi 

Publik 

 

3 
Mendokumentasikan informasi dan 
dokumentasi publik yang telah 
mendapatkan pengesahan 

  
  Ya 

Daftar Isian Informasi Publik Tentatif 
Daftar Informasi 

Publik 

 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital
yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
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SEKRETARIAT 
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT 

SUB BAGIAN UMUM, PERLENGKAPAN DAN KEHUMASAN 

NOMOR SOP 1915/HM.01/Sekre 

TANGGAL PEMBUATAN Januari 2022 

TANGGAL REVISI Agustus 2023 

TANGGAL EFEKTIF Maret 2023 

DISAHKAN OLEH Kepala Badan Pendapatan Daerah 
Provinsi Jawa Barat 

 

 

NAMA SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik 

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 

1. Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 
2. Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
3. Undang-Undang No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 
4. Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
5. PP No.61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU 14 Tahun 2008 
6. PP No.28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UUNo. 43 Tahun 2009 

7. Perpres No. 59 TAhun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan 

8. Permendagri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan 
Dokumentasi Kementrian Dalam Negri & Pemerintah Daerah 

9. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 
10. Pergub No.30 Tahun 2014 tentang Petunjuk Transparansi dalam Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah 
11. Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 067/Kep.225-Diskominfo/2021 Tahun 2021 tentang 

Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi 
Jawa Barat. 

1. Mampu menguasai mengoperasikan komputer. 
2. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang- undangan di bidang 

keterbukaan informasi publik. 

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

 1. Lembar Kerja dan Rencana Kerja ; 
2. Term of Reference ; 
3. Alat tulis kantor ; 
4. Jaringan internet 
5. Komputer 

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak pada : 

1. Kadaluarsanya Daftar Informasi Publik Bapenda Jabar 
Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital
yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

https://sidebar.jabarprov.go.id/v/2F240697E4
2F240697E4



 

 

No AKTIFITAS 

 DOKUMEN 

KETERANGAN 

Petugas 
PPID 

Penguasa 
Informasi 

dan 
Dokumen 

(Unit Kerja) 

  
Tim 

Pelayanan 
Informasi 

PPID/PPID 
Pembantu 

 
 
Arsip 

1 2 3 4  5 6 7 8 

1 

Petugas melakukan koordinasi dan 
konsolidasi dengan unit terkait berdasarkan 
tupoksi dalam rangka pengumpulan 
informasi dan dokumentasi 

       

2 

Petugas melakukan klasifikasi informasi 
berdasarkan daftar informasi yang dikuasai 
dan kategori informasi sesuai arahan 
pejabat PPID 

       

3 

Petugas melakukan konsultasi dengan 
pejabar PPID maupun Tim Pelayanan 
Informasi terhadap Usulan Daftar Informasi 
hasil uji konsekuensi dan melakukan 
perbaikan apabila ditemukan koreksi 

       

4 
Daftar informasi yang telah disetujui oleh 
pejabat PPID dipublikasikan kepada 
masyarakat melalui website 

       

5 
Proses publikasi daftar informasi publik 
disesuaikan dengan klasifikasi informasi 
berdasarkan kategori informasi 

       

6 
Menyimpan dokumen daftar informasi 
yang telah dipublikasikan sebagai arsip 

       

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital
yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
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